- PEMBANGUNAN KOMUNITI, KONFLIK, DAN
PEMGLESiAN KOMURNITI

Parsudi Suparlan

Pendahuluan

. Tujuan utama dari tulisan ini adalah menyajikan pembahasan mengenai
konflik dari cara-cara mengatasinya, yang dalam mengatasi konflik tersebut

peranan poiisx setempat scbagai mediator dapat merupakan suatu bagian penting - '
dari program kebijaksanaan pemolisian komuniti. Konflik yang akan dasaj;kang__:
dan d;b&has adalah yang terlahir dari saling antar-hubungan perusahaan Lambang_

mineral dan MIGAS dengan anggota-anggota komuniti setempat dimana
penambangan dilakukan, dan antara sesama anggota komuniti seiempat. Pada
dasarnya konflik itu muncul dari kompetisi untuk memperebutkan sumber-
sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan politik diantara individu-individu dan
anggota-anggota komuniti setempat (Dahrendorf 1959, Suparlan 1999). Konflik
tersebut dapat muncul antara komuniti setempat sebagai kumpulan atau kelompok
individu dengan pihak luar yang merupakan perusahaan tambang mineral atau
MIGAS yang diakibatkan oleh adanya klaim atas hak dari sumber daya yang
dieksploitasi oleh perusahaan tersebut. Konflik biasanya muncul karena
diraszkan adanya aturan main yang tidak adil di dalam proses-proses kompetisi
untuk menguasai sumber-sumber daya setempat (Suparlan 2000). Atau dalam
kasus konflik antara komuniti setempat dengan perusahaan tambang yang muncul
dan berkembang scbagai dampak dari perasaan ketidak adilan oleh komuniti
setempat terhadap pelanggaran atas hak-hak sumber daya yang secara adat ada
dalam hak ulayat mereka tetapi yang sekarang dieksploitasi dan dimiliki oleh
perusahaan tambang tersebut. Konflik biasanya juga muncul karena tidak adanya
perantara (mediator) yang tidek memihak dan yang dihormaii dan dipercaya
oleh kedua belah pihak yang konflik, atau tidak adanya perunding {negosietonr)
dar: salah satu pihak yang telah merugikan pihak lainnya yang dapat bertindak
acil terhadap kedua belah pihak yang konflik dan yang mampu menjembatani
perbedaan-perbedaan dan memberikan kompensasi-kompensasi sebagal ganti
rugl atas ketidak adilan yang telah ditakukan olch pihak yang merugikan.
Pembahasan polisi setempat sehagai mediator akan mencakup uraian mengenai
fungst polisi dalam komuniti atau masyarakat selenipat yaitu scbagai pengayom
dan penegak hukum, dan polisi sebagai pranata seria pemeran vang dipercayal
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oleh warga komuniti setempat maupun oleh pihak pertambangan dalam
memecahkan berbagaz permasalahan keh;dupan mereka. Melalui kebljakasanaan o
dan program pemolisian komuniti (commwmy polzcmg) inilah sebenarnya polisi
akan dapat berfungs: sebagat- pencayam warga komuniti dari berbagai-bentuk
dan ancaman kejahatan serta penegak hukum yang adil dan terpercaya sehingga
dapat berfhngsx sebagai mediator ataupun sebagai negosiator secara efektif dan
efisien dalam ‘berbagai kenflik yang terwujud dalam komuniti setempat seperts
hainya ualam kasusvkasus konfhk di daerah pertambangan '

Tthan ini berusaha untuk menjelaskan mengapa muﬂcul perasaan tidak
diperlakukan adil dari komuniti-komuniti dimana perusahaan tambang itu masuk
serta beroperam didalam wilayah hak ulayat dari komuniti atau komuniti-

kopuniti. setf:mpai .dengan cara meayefas;can perubahan~pembahan mendasar

yang tc.rjad: dalam masyarakat xmjemuk Indonesia. Selanjutnya, dijelaskan
hahwa. komumn ‘setempat bukanlah sebuah satuan kehidupan egaliter tetapi
mengenal jenjang dan bahkan strailizkas: so‘uai dimana anggota-anggota
komuniti tergolong dalam mercka yang kaya serta mempunyai kekuatan sosial

erlebih dan yang miskin serta-tidak mempunyai kekuatan sosial. Dua golongan
sosial tersebut mempunyai ciri-ciri yang saling berbeda. Yang tergolong sebagai
kaya dan berkuasa hidup untuk mengakumulasi sumber-sumber daya alam dan
kekayaan untuk kepentingan sosial dan politik bagi mempertahankan dan
mengembangkan posisi sosial mercka. sedanigkan yang tcrgolong miskin hidup
hanya hidup dan bekerja untuk dapat tetap dapat mempertahankan kelangsungan
hidup mereka. Program-program pembangunan komuniti (community develop-
ment) seringkali tidak memperhatikan struktur internal ini. Tulisan ini akan
dilanjutkan dengan pembahasan mengenai cara-cara terbaik dalami mengatasi
atau mengatasi konflik-konflik yang ada, dan cara yang terbaik untuk mencegah
terjadinya konflik. Selanjutnya akan ditunjukkan apa itu pemolisian komuniti,
yang sebetuinya tidak sama dengan program kamtibmas sebagainana yang
dipahami dan diterjemahkan oleh Kunarto, dkk (1998), dan oleh Turan (2002).
Melalui landasan kebijaksanaan pemolisian komuniti ini polisi akan dapat secara
efektif dan efisien menangani secara tepat untuk dapal mendamaikan kontlik-
konflik yang ada, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang secara langsung atau
tidek langsung turut meningkatkan kwalitas hidup komuniti.

Latar Belakang: Masyarakat Majemuk Indonesia dan
Pertambangan

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk yang terdiri dari iebih kurang
lima ratus sukubangsa dengan masing-masing kebudayaannya yang dipersatukan
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'sebagal sebuah banrrsa oleh sitem nasional Indonesia: Masing-masing sukubangsa o
'mewuwdkan dlrmya dalam masyarakat atau komuniti sukubangsa yang. '}
menempan dan ‘hidup dalam wilayah masing-masing yang wilayah tersebut:
secara adat me;upa"kan hak ulayat masing-masing komuniit sukubangsa._ gt
(Suparfan. 1979,:1999).- er;-cm yang mendqsar dari n,asyarakai ma}exliuk"._".

sepertx 1ndonesm adalah

(i) I\esukuban ﬂsaan dan baiac—oams sukubangsa antara satu dengan hmnya
~menjadi diperjclas dengan kedatangan dan bertempat tinggalnya para
2 pendatanﬂ dau berbaaa; sul\ubanésa schagai pekerja purusahaan lambang _

. setempat; -

atau anti asma ( lihat Suparlan, 2001);

13) ‘Keanekaragaman sukubangsa dan kcbudayaannys di Indonesia 1i_<;lak_:

hanya dapat dilihat secara horizontal tetapt juga sccara vertikal, dan

- perbedaan secara vertikal ini juga mewujudkan dirinya sebagai perbedaan
antara pusat (sitem nasional) dengan daerah (sistem-sistem sukubangsa).

{Suparlan, 1979); dan

(4) Adanya kecenderungan yang dilakukan oleh pemerintah nasional, untuk
memperkuat sistem nasional agar masyarakat Indonesia yang majemuk

atau bhinneka tunggal ika it tidak terpecah belah dalam satuan-satuan

nggo
masyarakat atau negara sukubangsa. Dampak darl penguaten sistem
nasional, seperti vang telah kita lihat dan alami, adalah kuat dan
dominannva sistem nasional atau pemerintah pusat dan lemahnya
masyarakat-masyarakat dan komuniti-komuniti setempat yang ada di
daerah-daerah selama masa pemerintahan Orde Baru.

Pemerintah dan pejabal-pejabat pemeriniah yang berkuasa beserta kroni-
kroninya menguasai sumber-sumber daya serta berbagai akses terhadap sistem-
sistem pelayanan sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Sedangkan warga
masyarakat dan terutama warga masyarakat dan komuniti setempat yang ada di
daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan cenderung berada dalam
ketidak berdayaan, vang pada umumnya miskin, kurang atau tidak berpendidikan,
serta kurang atau tidak mempunyai aset atas pelayananan sosial, ekonomi,
hukum, dan politik. Hampir seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah
Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru telah dibagi-bagi atau dikapling-
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S iasliy yaitu warga komuniti -dan ‘masyarakat setempat, yang

'_'dxpt,rtentanﬂl\an dcnﬂan sukubﬁn;sa pendatang atau asing yang-f: '
‘berdampak pada sentimen kesukubangsaan yang bercorak anti pendatang :-
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kapling diantara pejabat pemeiintah dan kroni-kroninya, ke dalam wilayah-
wilayah HPH, pertambangan, dan sebagainya. Padahal wilayah-wilayah tersebut
adalah wilayah-wilayah yang sebenarnya merupakan hak ulayat dari masyarakat-
masyarakat dan komuniti-komuniti sukubangsa setempat. Hak-hak mereka atas
sumber-sumber daya alam vang ada dalam wilayah hak ulayat mereka itu hilang
begitu saja karena diambil dan dikuasai oleh serta atas nama kepenlingan
pastonal. Dengan alasan bahwa kebijaksanaan tersebut adalah sesuai dengan
UUD 1945, karena seluruh wilavah Indonesia adalah milik negara, termasuk
tanah dan segala isinya dan hutan serta kayu -kayunya. Melalui klaim sebagal
milik negara inilah pemerintah atau lebih tepat oknum yang mengatas-namakan
mengundang investor asing dan domestik untuk mengeksploitasi sumber-sumber
daya alam, termasuk mineral dan migas dan menciptakan golongan orang kaya
das !ﬂp;iahs baru, yang dikenal dengan nama konlomerai, yang terdiri atas
para kroni pejabat sebagai counserpart dari para investor tersebut.

Di masa pemerintahan Ordc Baruw, walaupun dalam suasana tertekan karena
dominasi sistem nasional vang kuat, masih ada juga tuniutan-tuntutan dari tokoh-
tokoh masyarakat atau komuniti setempat untuk dapat ikut menikmati keuntungan
yang diperoleh oleh perusahican-perusahaan pertambangan, dan dalam batas-
batas tertentu sebagian dari mereka itu 1elah diberi amplop setiap bulannya.
Tetapi, dengan jatuhnya kekuasaan Orde Baru yang begitu dominan
kekuasaannya. muncul pertanyvaan-pertanyaan berkenaan dengan berbagai
peraturan peemerintah mengenai hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam
oleh perusahaan-perusahaan domestik dan asing, dan terutama berkenaan dengan
hak eksploitasi perlambangan yang pada hakekatnya adalah hak ulayat dari
masyarakat atau komuniti setampat. Suara-suara yang lebil laniang menuniut
bagian yang lebih besar telah disuarakan oleh warga sctempat terhadap
perusahaan-perusahaan vang ada di wilayah hak ulayat mereka dalam masa
reformasi ini, antaia lain, vang secara menvolok dilakukan oleh komuniti-
komuniti sukubangsa setempat di Timika terhadap perusahaan PT Freeport In-
donesta.

Pembangunan Kemuniti dan Konflik

Dari pengalaman saya di Sangata (Kalimantan Timur), di daerah Duri dan
sekitarnya (Riau), dan di Timika (Papua), saya melihat bahwa konsep
pengembangan komuniti sebagaimana yang dipunyai dan dijadikan bertindak
oleh perusahaan-perusahaan tambang dan MIGAS telah terwujud sebagai:

(1) Memberikan sumbangan setiap bulan kepada tokoh-1okoh masyarakat,
para ulama/haji, mesjid. Dan memberi sumbangan pada hari-hari raya/
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_-perusahaan baxubara Australia di Kaltim, Caltec—Paczﬁc i R.aﬁ
: Freaport Indonesm d! 'i'nnaka pada tahun }990331 S

) Prooram—pro‘}ram iailhan kerja di bldang _;ahit menjahu dan bertamm'j :
e 'jangorek yang Lemudlan tusup sendiri karena supelﬁsml s;ia{nya seper ::_y
yang telah dl}akukan oleh PT Freeport—lndonesm di Timika, Irian Java;
___:'.f';Pxogram -program keoiaian ini_kemudian diganti dezwan szaian'f.
pemberlan baniuan umuk pcng,embangan kesenian orang kamora: s

*beasiswa. untuk ‘para pelajar dan mahasiswa, asrama uniuk anak-a

urkan ;ﬁclatn proyek-proyek pcmbang,unan sarana fisik:

(%) ':Punbaugunan bebcrapa rumah di 1epi jalan raya untuk oranﬂ Sakd; da:_"
s “Riay, sepert: sebuah 0 md‘ow show > yang dl}akukan oidl PT Cahcx-

U 'Pac1ﬁc

M ung:km masxh ada segudang contoh contoh modei pengembanuani
komumn lainnya yang dilakukan olch berbagai perusahdan tambang dan MIG A,S

yang tidak saya ketahui

Kaiau itu yang dimaksudkan dengan pengertian pembangunan ko:mmm'

maka sebetulnya pengertian pembangunan komuniti tersebut kurang tepat,
kare.na model-model] 1crsebm adalah model “10p~down kecuali model
pt.mbenan biaya kepada proyek- proyek pembangunan yang dibuat oleh anggota--
anggola masyarakat setempat, pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa

berprestasi yang dilakukan oleh Freeport yans tidak dapat dikatakan sebagai
model * ‘top-doven”, 1Ciapl dapa! dﬁzhat sebagal model kombma51 ‘top- dcmn
dan "botmm—up '

- Model pembanoanan komuniti (community developmert) sebeiulnya adzalah
bercorak “hottom-up™ yang di dalam pelaksanaan aiau penerapannya bisa dibaniu

oleh pemerintah atau badan-badan non-pemerintah, yang dalam hal ini adalah

perusahaan tambang atau MIGAS. Dalam perspektif ini pembangunan komuniti
adalah sebuah proses yang dalam mana anggota-anggota sebuah komuniti
mengorganisir diri mereka dalam kelompok atau kumpulan individu yang secarz
bersama merasakan kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi dan
masalah-masalah yang harus mereka atasi. Kelompok ini membuat rencana-
rencana kerja sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi
dan masalah-masalah yang harus mereka atasi bersama, dan berdasarkan atas
itu mereka mengorganisir diri dalam bentuk kelompok-kelompok atau
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perkumpulan-perkumpulan untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya
mereka ity tergantung pada sumber-sumber daya yang ada dalam komuniti, dan
bila, merasa kurang maka mereka akan meminta bantuan dari pemerintah atau
badan—badan pemerintah (Blukely, 1979, Hegeman dan Kooperman, 1974).

Pubcd‘ian ani'n.a modet “bonom—z:p dars “mpdo'.s 3" adalah bahwa dalam
mode! “bmtom-zg: ide, perencanaan, dan pelaksanaan keglatan-kegiatan dari
anagoh‘-anwma komuniti tersebut berasal dari mercka sendiri dan untuk
kepentingan dan keuntungan mereka bersama, sedangkan dalam model “rop-
donwrr”? kcumuswan hanya akan diraup dan dinikmati cleh sejumidh orang yang
rerbatas, dan sejumlah orang tersebut ‘biasanya adalah yang tergolong scbagaj
tokoh atau'yang bczE\udsa dan yang Sudah ‘kaya'. Model “rap-dowi™ dapat
dikatakan’ sebaﬂa; ‘model cariri atau pembman had;ah aiau sc:dci\ah dari yang
kaya kepqda vang Tebih miskin. ' o

Ada anggapam wmum di Indonesia jika scbuah perusa%nan sudah member
hadiah atau honor bulanan kepada yang dianggap tokoh masyarakat sctempat
maka selesailah sudah berbagai masalah sosial dan politik _\aiag dapat muncul
dari komuniti setempat yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan. Karena
tokoh-tokoh ini dianggap sebagai yang menguasai masyarakat atau komuniti
setempat. Anggapan ini didasari oleh pandangan yang melihat seolah-olah sebuah
komuniti atau masyarakat setempat itu merupakan sebuah kesatuan yang buiat
dan menvyeluruh dengan seorang pemimpin yang mutlak kekuasaannya atas
anggota-anggota komunitinya. Pandangan ini sebenamya kurang benar, karena
di dalam komuniti ada sejumlah tokol vang saling bersaing dan berada dalam
keadaan konflik untuk akumulasi kepemilikan sumber daya alam dan untuk
posisi-posisi sosial kunci yang terbotas ¢i delam Eomupiti vang bersangkutan

Dalam tulisan ini masyarakat (sociery) dilihat sebagai sebuah satuan
kehidupan yang mencmpati sebuch wilayah tertentu dengan batas-batas Vang
jelas, niempunyai sebuah kebudaysan dengan pranala-pranatanya sebaga
pedoman operasional dalam bertindak bagi kehidupan mercha sehar:- hari, dan
dapat hidup secara mandiri di dalam wilayahnya. Anggota-anggota scbuah
masyarakat bisa tidak saling mengenal saiu dengan lainnya, tetapi mercka itu
terikat olch adanya sebuah ideologi mengenai kebersamaan dan jatidiri mereka.
Sedangkan sebush komuniti (community) adalah sebuah sawan kehidupan yang
lebih kecil daripada sebuah masyarakat, hidup dalam sebuah wiayah tertentu
dengan batas-batas yang jelas, yaitu anggota-anggotanya saling terkait satu sama
lainnya melalui berbagai jaringan sosial dan jaringan kekerabatan, karena
keturunan dari satu nenek moyang yang sama atau karena melalui hubungan
perkawinan.
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- "Anggota-anggota sebuah komuniti biasanya tergolong dalam ‘satu:
sukubangsa yang saina, walaupun pada masa sekarang anggota-anggota sebuah -
komuniti -dapat ierdiri atas dua sukubangsa atau lebih karena adanya migrasi’
dari luar, Anggota-anggota sebuah komuniti, karena tergolong dalam sebuah’
sukubangsa seringkali juga dinamakan komuniti sukubangsa, mempunyai sebl_,z'ah' '
kebudayaan sukubangsa berikut pranata-pranata sosialnya. Dalam kehidupan -
komuniti, kebudayaan sukubangsanya adalah pedoman bagi kehidupan yang .
sudah menjadi tradisi atau adat, merupakan pengetahuan dan kevakinan yang |

digunakan dalam kehidupan schari-hari dalam ‘menginterprestasi dunia di

sekeliling mereka dan diri mereka sendiri dimana mereka itu menjadi sebagian”
-dari- dunianva tersebut, dan secara terseleksi digunakan sebagai acuan dalam
mewujudkan tindakan-tindakan untuk memanfaatkan lingkungan beseria isinya
‘bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup mercka (Suparlan 1986).

Sebuah komuniti mempunyai wilayah yang menjadi hak ulayat mereka,
vang diakui oleh komuniti lainnya, yang berupa hutan, tanah datar, sungai, rawa-
FAWa, mata air, atau tepi pantai beserta segala isinya. Wilayah hak ulayat tersebut
adalah milik komuniti yang bisa dikonversi menjadi milik kelompok-kelompok .
kekerabatan atau inilik perorangan vang kepemilikan dan hak penggunaannya

diatur menurut hukum adat atau adat yang berlaku setempat.

Sebuah masyarakat ataupun sebuah komuniti mengenal jenjang sosial
(berdasarkan atas keturunan atau askriptif dan prestise) dan stratifikasi sosial
(herdasarkan kemampuan ekonomi). Dalam sebuah masyarakat, jenjang dan
stratifikasi sosialnya lebil kompleks daripada yang terdapat dalam sebuah

komuniti, karena adanya berbagai struktur sosial vang mendefinisikan berbagai -

peranan yang diplinyai sescorang yang bisa berbeda antara yang ada daiam salu
struktur dengan yang ada dalam steuktur-strukiur sosial lainnya. Sedangkan dalam
sebuah komuniti struktur-struktur sosialnya cenderung untuk saling berhimpitan
satu sama lainnya, sehingga antara jenjang dengan stratifikasi sosial hisa saling
berhimpitan dan saling mendukung satu sama lainnya.

Kehidupan komunit di daerah, yaitu dimana kegiatan perusahaan
pertambangan itu beroperasi, masyarakat atau komuniti setempat hidup terutama
dari pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang ada dalam wilayah hak
ufuyatnya. Dalam pemanfaatan sumber-sumber daya alam ini ada individu dan
kelompok kekerabatan vang mampu menguasai dan mengeksploitasi alam secara
lebih besar sehingga mampu mengakumulasi lebih banyak lagi sumber-sumber
dava alam. Mereka ini lah yang tergolong sebagai orang kaya. mempunyai
kekuatan sosial berlebih, dan merupakan golongan atas dari sistem sosial
komuniti térsebut. Mereka juga, melatui kekayaan dan kekuasaan serta tingkat
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pendidikan yang mereka punyai, mampu untuk berhubungan dengan dunia di
juar komuniti merecka dan mempunyai akscs terhadap berbagai fasilitas sosial,
ekonomi, hukum, dan politik. Kedudukan mereka sebagai golongan atas di dalam
komuniti setempat dimantapkan dalam kehidupan sosial melaui berbagai tradisi
adai dan upacara, vang melalut kegiatan-kegiatan tersebut telah memantapkan
pengakuan dari mereka yang hidup sebagai golongan bawah terhadap posisi
mereka sebagai golongan atas vang menjadi ganwngan dari mereka yang di
bawah yang bekerja sebagai buruh atau sebagai klien mereka. Golongan bawah
ini adakah golongan orang miskin. dan mungkin hidup di bawah garis
kemiskinan, yang hidup hanya untuk dapat tetap hidup. Kelaparan akan sumber-
sumber daya alam tidak mungkin dapat dipenuhi oleh mereka yang miskin secara
memadai atau beriebihan qebaga:mana vang dilakukan oleh golongan kaya karena
ketiadaan modal dan akses terhadap kredit modal, ketiadaan pengetahuan, dan
ketiadaan keterlibatan mereka di dalam jaringan-jaringan sosial dan bisats dengan
dunia luar. Mercka yang tergolong kaya mempunyai semua akses tersebut diatas,
Diantara mereka yang tergolong kava dan vang miskin ini terdapat mereka yang
hidupnya cukupan. Mercka ini dapat bersaing dengan yang kaya untuk
memperebutkan sumber-sumber daya alam melalui berbagat penguasaan atas
sumber-sumber daya sosial dan politik.

Konflik yang terjadi dalam komuniti pada umumnya berkisar pada konflik
diantara sesama mereka yang tergolong kaya dan berkekuatan sosial berlebih,
atau antara golongan kaya dengan golongan menengah. Konfiik diantara mercka
yang lergolong kaya adalah bertujuan untuk mengakumulast kekayaan atoup
sumber-sumber daya alam lebih banyak daripada saingan atau saingan-
saingannya. Sedangkan konflik antara yang kaya dengan yang menengah adalah
konflik antara yang berupaya mempertahankan sumber-sumber daya yang sudah
dipunyai dan mengakumuiasinya dengan yang ingin merebut dan menguasai
surnber-sumber daya tersebut. Golongan bawah adalah mercka yang biasanys
menjadl atat dari para tokch golongun atas uniuk meiaksanakan upaya
mengalahkan pihak lawan dengan cara fisik atau kekerasan,

Sebuah program pembangunan komuniti yang “rop-down dapat menjadi
pemicu konflik diantara anggota-anggota komuniti yang tergolong menengah
dan atas. Karena dalam model “rop-down™ ini bantuan yang diberikan oleh
perusahaan dapat dilihat sebagai hadiah, seperti tersebui diatas, dan pilihan siapa
yang akan mendapat hadiah tidak jelas kriterianya bagi komunitt yang
bersangkutan karena tergantung padz si pembert hadizh. Warga setempat dapat
menduga bahwa kriteria yang digunakan oleh si pember hadizh adalah karena
sescorang yang menerima hadiah it dekat hubungannya dengan si pemberi
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-hadxah yaltu perusahaan pertambangan yang bersangkutan. Konflik vang te:r_;ad;

- diantara para tokoh ini dap it terwujud dalam bentuk persaingan yang saling -
menghancurkan anta:a si ‘penerima hadiah dengan tokoh lainnva. aau dal'»m}
'bentuk saimﬁ bersaing dengan sesama mereka dengan menggunakan burbaﬂax :
cara untuk dapaz tebih dr.ka[ denvan si pemben hadmh E

Konﬂ;k dan Mengatasmva

Konfhi\ dapat dthhat sebagai sebuah perjuangan antar -individu atau amar-:
ke]ompok uniuk mv.m:.;zanﬁi\an sesuatu tujuan yang sama-sama ingin nmreka_'_
_capai. Kekalahan ‘nau kehancuran pihak lawan dilihat oleh vang bersangkutan’
_ sebwax lujuan uiaim unmk mcmulanﬂkan tfuan yang, ingin dicapai (Suparian '
_1999 7) ' ' .

Jika konﬂxi\ yann lu_ridi addidh dmnta:a sesama anggota komuniti
sebe__na_mya konflik tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup vang harus
disclesaikan oleh perusahaan pertambangan yang ada setempar. Tetapi konflik
internal di dalam komuniti yang berlarui-larut dapat secara langsung mau tidak:
langsung melibatkan dan merugikan perusahaan tambang setempat. Tetapi bila
konflik tersebut terjadi anfara anggota komuniti setempat dengan perusahaan
pertambangan setempat maka konflik tersebut merupakan permasalzhan yang
harus diatasi dan diselesaikan olch perusahaan terscbut. Konflik seperti ini dapat
terkait dengan masalah ketidak adilan datam pendistribusian vang atau barang
dari pemsahaan kepada komuniti yang bersangkutan, dapat juga muncnl karena’
ada anggota-anggola komuniti yang merasa tidak diperiakukan secara adil oleh
perusahaan daiam hal upah atau hadiah atau ganti rugi, atau juga dalam hal
perlakuan sewenang wenang oleh personil perusahaan. Dan, dapat juga konfli k
tegjadi karena anggota komuniti setempat menganggap bahwa peruqahaan
setempat telah mengambli hak ulayat yang menjadi miliknya atau milik kelompok
kerabatnyva tanpa ganti rugi vanz memadai.

Konflik yang berkaitan dengan pembangunan kemuniti mungkin dapat
terjadi pada wakiu beberapa preposal yang diajukan oleh seiumlzh anggota
komuniti untuk memproleh dana bagi pembangunan fisik termyata vang menerima
bantuan adalah orang-orang yang dekat dengan staf perusahaan. Konflik ini
bisa juga dipicu, oleh mercka yang merasa diragikan, yaitu bila vang mendapat
dana pembangunan adalah warga sukubangsa pendatang dan Keturunannyva
sedangkan mereka yang menganggap diri mercka sebagai warea sukubangsa
asli dari komuniti setempat justru tidak memperoleh dana tersebut. Konflik
seperti ini biasanya dimulai dengan disebarkannya isu mengenai ketidak adijan,
dan terutama ketidak adilan yang diakibatkan oleh adanya K XN dan oleh adanya
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dominast sukubangsa pendatang yang diskriminatif terhadap mereka yang ash,
chagaimana yang muncul bcrkah kali.di perusahaan PT Freeport -Indonesia d1 :

Tmnka

< Bila terjadi konflik antara perusahaan dengan anggota komuniti setempat
maka, cara mengatasinya adalzh dengan meminta pihak ketiga vang dipercaya
oleh pcmsahaan dan oleh komuniti setempat, yang disetujui oleh kedua belah
pihak, vang lidak memihak, yang memahami kebudayaan dari konumiii setempat -
dan-berbagai hukum adatnya, dan yang dihormati serta dikenal kejujurannya
untuk membantu menyvelesaikan masalah- masalah vang sejenis dengan masalah -

tersebut. ‘Ataw densan ‘menggunakan salah seorang stal perusahaan yang
‘memahami kebudayaan dari komunil setempat dengan berbaga: hukum adatnya,

dikenal baik karena ke_;u;u:amwa dan d:honnan oleh anggota komuniti tersebut,
dan‘manipu bernegosiasi dengan anggota komuniti yang bermasalah dengan.
menggunakan bahasa dan perspektif budaya mereka. Atau menggunakan polisi
vang dipercaya oleh kedua belal pihak. Konflik-konflik juga dapat dihindari
pifa perusahaan yang bersapgkutan mempunyai pengetahuan mengena
kebudayaan dari komuniti dimana perusahaan tersebut beroprasi. Sebagai acuan
pembanding untuk peranan negosiator dalam konflik pada tingkat makro, lihat
tulisan-tulisan yang diedit oleh Peter Haris dan Ben Rielly dan diberi kata
pengantar ofch Sekjan PBB Koft Arnan (2000).

Sebagian terbesar dari konflik-konflik yang terjadi amtara perusahaan dengan
komuniti setempat adalah berkaitan dengan masalah tanah, air, hutan, dan segala
isinya yang merupakan sumber daya alam yang bermakna sosial, ckonomi, dan
politik bagi anggota-anggota komuniti tersebut. Masalah tersebut berkisar pada
masalah pembayamn canti rugl vang tidak memadai atau ada anggota atau
anggow-anggota dari kelompok kerabat vang belum atau tidak menerima bagian
dari ganti rugi yang telah dibayarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Karena
ite. dalam pengambil alihan sesuatu wilayah untuk pertambangan oleh
perusahaan haruslah diperhitungkan betul-betul ganti rugi yang harus dibayarkan.
Kalau sesuatu bidang tanah tersebut milik perorangan maka masalah pengganti
rugtannya mudah saja, vaitu dibayarkan kepada vrang tersebut. Tetapi bila
sebidang tanah tersebut milik sebuah kelompok kekerabatan atau sejumlah
kelompok kekerabatan, maka pembayaran yang harus dibayarkan oleh
perusahaan untuk mengganti kepemilikan dan hak atas bidang tanah tersebut
harus mencakup semua anggota kelompok kekerabatan yang bersangkutan, dan
hahkan harus mencakup semua keturunan dari kelompok kekerabatan yang
bersangkutaan yang akan lahir di masa mendatang. Di samping ilv, dalam
negosiasi juga harus ditegaskan bahwa bidang tanah tersebut ielah dibayar ganti
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ruginya secara tuntas kepada semua yang berhak, dan di masa mendatang tidak.
akan ada lagi yang meminta ganti rugi atas bidang tanah tersebut. Dengan cara
ini konflik yang akan terjadi di masa mendatang dapat dicegah. T

.Cara lain yang juga efektif untuk meredam konflik antar perusahaan dengan
komuniti-komuniti setempat adalah dengan mempekerjakan anggota komuniti.
setempat tersebut di dalam perusahaan, seperti yang dilakukan oleh PT Freep'or't-:
Indonesia di Timika. Irja. Bersamaan dengan itu peruszhaan Juga memberikan.
sejurnlah beasiswa kepada pelajar yang berprestasi untuk dapat meraih jenjang.
dan bidang pendidikan yang langsung atau tidak langsung sesuai denga_h_:
ke_buiu_han_ perusahaan. yang setelah menamatkan pendidikan dapat dipckerjakan,
- di perusahaan tersebut atau di tempat lain. Dengan - cara ini maka hubungan.
antara perusahaan dan komunit setempat dimantapkan, perusahaan tersehut
bukan lagi dianggap dan diperlakukan sebagai sesuatu yang asing tetapi sesuaty
yang merupakan bagian dari kehidupan komuniti. Dengan cara ini batas-batas .
sosia) antara perusahaan dan komuniti telah ditiadakan. dengan mengikat
Ketergantungan komuniti atas akses untuk posisi sosial dan ckonomi bagi-
anggola-anggotanya dan di pihak lain menciptakan ketergantungan dari
perusahaan atas keamanan sosial dan keberlanjutan produksinya sccara murah.
Disamping itu, ada baiknya sejumlah fasiiitas sosial, terutama kesehatan, dapat
dibantu oleh perusahaan sebagaimana yang juga telah dilakukan oleh PT
Freeport-tndonesia di Timika.

Fungsi-Fungsi Polisi dan Pemolisian Komuniti

Proses refermasi Indenesia yang sedang berlangsung sebenarnva adalah
sebuah proses perjusngan menuju masyarakat sipil yang demokratis. Ada
berbagai pengertian mengenai masyarakat sipil, salah satu diantara yang saya
kira tepat untuk diacu. adalah konsep Gellner (1995 32) yang menyatakan bahwa
masvarakat sipil adalah “scbuah masyarakat dengan pranata-pranata non-
pemerintah yvang cukup kuat untuk menjadi penyeimbang dari kekuatan negara,
vang pada saat yvang sama, kekuatan ini mendorong pemcerintah untuk
menjalankan peranannya sebagai penjaga perdamaian dan penengah diantara
berbagat kepentingan di dalam masyarakat, serta mempunyai kemampuan untuk
menghalang: atau mencegah negara untuk mendominasi masyarakat dan
mengecilkan peranan masyarakat dalam berbaga aspek kehidupan™. Patut dicatat
baiwa corak masyarakat sipii adalah bertentangan dengan corak masyarakat
yang despotik atau otoriter, karena di dalam masyarakat yang oteriter atau
despotik pemerintahannya akan menindas dan mengeksploitasi kelompok-
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i\eiampé}( vang tergolong sebagai masyarakat bawzh yang lemah posisinya uniuk
';\L;}munwan dan keuntungan pemerintah dan pqabaiwpgabamya. Masyarakat
sipil yang modern dibangun berdasarkan pada prinsip demokrasi, yang mencakup -
prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, pemerintahan. berdasarkan persctujuan dari -
vang diper intah, Lekua;aan mayoritas yang disertai dengan hak-hak minoritas,

- jaminan aias diberlakukannya hak-hak azasi manusia. pemilihan umum yang -

bebas:dan jujur, persamaan hak di-hadapan -hukum. proses-proses hukum yang.
wajar. ‘pembatasan ‘dan.pengendalian kekuasaan pemerintahan secara

ronstitusional, kcma]cmukan budaya, sosial, ekononii, dan politik, pragmatisme:-
kerjasama dan mufakat (lihat Lubis 1994, dan USIS n.d.). Dalam era otonomi.
dqcmh-Vand sedang dalam proses kemantapannya di Indonesia dewasa ini, UU

0. 2201999 1entang pemerintah daerah, dapat dilihat sebagai sebuah pedoman .
- dalam: upaya -untuk-menuju masyarakat sipil-yang demokratis di dndonesia....
|- Undang-undang ini dapat dilihat sebagai -scbuah: upaya untuk memperbaiki -
kehidupan masyarakat pada tingkat kabupaten dan propinsi yang selama berada

di bawah pemerintahan Orde Baru telah didominasi oleh pemerintah pusat dan
oknum-oknum pejabatnya beserta kroni-kroninya, schingga menciptakan
besbagai bentuk ketidak adilan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat
haéonmq. Bila dalam masa pemerintahan Orde Baru polisi Indonesia (POLRT)
adalah bagian dari ABRI yang fungsinya adalah represif, seperti pada umumnya
fungsi militer, maka dalam masa reformasi ini fungsi polisi Indonesia (POLRT) '
akan harus berubah scsuai dengan fungsi polisi yang universal. Karena
keberadaan dan fungsi polisi di dalam masyarakatnya adalah hasil interaksi dari
corak masyarakat dan kepentingan masyarakat tersebut untuk kepentingan warga
masyarakat dan untuk kelestarian dari masyarakat tersebut. Dalam masyarakat
yang despotik dan otoriter maka polisi akan menjadi despotik dan otoriter dan
menjadi kaki tangan yang setia yang meiindungi keamanan dan kesgjahleraan
hidup, serta memperkuat dan melestarikan kekuasaan pemerintahannya yang
despotik dan otoriter beserta oknum-oknum pejabatnya. Sedangkan dalam
masvarakat sipil yang demokratis fungsi polisi juga akan sesuai dengan corak
masvarakainya yang sipil dan demokratis.

Richardson (1974: ix-x) menyatakan bahwa polisi adalah alat negara, atau
sebuah departemen pemerintahan, yang didirikan untuk memelihara keteraturan
sosial dalam masyarakat, mencgakkan hukum serta mendeteksi kejahatan sena
mencegah terjadinya kejahatan; dan memerangi kejahatan Reksodiputro (1997).
Secara lebih khusus dinyatakannya bahwa fungsi yang utama dan menjadi acuan
dari berbagai fungsi yang poisi lainnya adalah memelihara keteraturan seria
ketertiban sosial dalam masyarakat atau komuniti, teruiama masyarakat perkotacn
agar masyarakat tersebut dapat hidup secara beradab. Secara lebih khusus
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dmyatakan bahwa “fungsi utama dari polisi adalah memelihara keteraturan dan Y
setiap saat siap untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yanm":_' '
memerlukan, bukan semata-mata hanya berfungsi untuk melawan kejahatan dan .-
meneoakan hukum ‘atau mengatur moralitas politik dari masyarakat yang -
dﬂayanmya {(Richardson 1974: x) Penekanan pada pentingnya pemeliharaan -
keteraturan dan ketertiban sosial sebagai fungsi utama polisi berasal dari sejarah
kepohslan di Amerika Serikat yang mengikuti tradisi Inggris, yang menekankan o
keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat perkotaan dan bukannya
masyarakat pedesaan {Ennis 1970: 74-100). Dalam fungsinya tersebut, tugas
polisi‘mencakup menciptakan dan menjaga keteraturan, atau mengembalikan
keteraturan yang rusak karena hubungan-hubung gan yang bergejolak dalam’
berbagai permasalahan yang terwujud sebagai hasil hubungan antar individu, -
-antara- individu -dengan kelompok -atau komuniti, antara komuniti deng_a_-;'
masyarakat ‘dan dengan negara atau pemcrmlab : L

_D_f;ngan k_ata_]am, fungsi utama polisi adalah memelihara keteraturan at: u
mengembalikan keteraturan vang terganggu dalam hubungan antar individu
maupun antar kelompok dan antar-kategori yang tujuan akhirnya adalah
menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga komuniti dan masyarakat,
sehingga proses-proses produksi dapat berjalan dengan scbaik-baiknya dun
produkiivitas dapat dijamin akan menghasilkan surplus yang munungkmkaq_ |
teriadinya perkembangan ekonomi dan kesejahteraan hidup warga dan
masyarakatnya. Fungsi-fungsi lainnya, seperti penegakkan hukum, memerangi
kejahatan, mengayomi warga masyarakat dan ancaman kejahatan ya_ng_ '
mengganggu dan merugikan masyarakat dapat dilihat dalam perspektif menjaga |
keamanan dan kenyamanan warga masyarakat agar dapat berproduksi secara
maksimal, sebagai keluaran atau ouipumya. Karena setiap gangguan keamanan .
hanya akan mengakibatkan tidak dapat dicapainya sasaran produktivitas yang
diharapkan, dan hanya akan memerosotkan taraf kesejahteraan hidup warga dan
masyaraKatnya. Karena itu keberadaan polisi adalah fungsiona! dalam kehidupan
manusia dalam bermasyarakat di daerah perkowaan dan dalam bernegara,
termasuk keberadaan dan fungsi Polisi Indonesia dalam masyarakat Indonesia
sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Awaloedin Djamin yang melihatnya
dalam prespektif sejarah ( Djami 1999; 1-35).

Fungsi polisi dalam memelihara keteraturan dan ketertiban komuniti dan
masyarakat menuniut petugas-petugas polisi, atau sejumizh petugas polisi, untuk
selalu berada dalum hubungan dekat dan selalu berinteraksi dengan komuniti
dan masyarakat yang dilayaninya. Dan, karena hubungan dekat dengan konuniti
dan masyarakat menuntut intensitas pengenalan oleh polisi setempat dengan
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warga, yang karena jumlah petugas polist setempat adalah terbaias, maka yang
biasanya terjadi adalah satuan polisi sctempat untuk hanya mampu mengenal
warga komunili yang berada dalam wilayah pelayanannya sedangkan warga
masyarakat tuas menjadi kurang mampu untuk betul-betul dikenalinya. Bahkan
untuk hubungan petugas polisi setempat dengan warga komuniti yang dilayani
behum tentu juga dapat terjalin hubungan baik vang antara lain discbabkan oieh
ketidak percayaan warga komuniti tersebut terhadap polisi. Fricdmann (1992},
mengelaborast hubungan polisi dengan komuniti setempat scbagai bagian dari
kebijaksanaan dan strategi untuk kepentingan polisi dalam memelihara
keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan komuniti, dalam sebuah model yang

-dmdmakannya sebagai pemohsmn komuniti (commmmniy policing).-

Me_nurut Fr:edmann (1992 14- li) cara tlerbaik untuk’ memahami’
;pemolisian komuniti ‘adalah dengan cara melihat hubungan kekuatan antara’
p(}hSl dengan komuniti sebagai secara relatif seimbang, dan diamara keduanya
ada yang sahns.. bertumpuan atau lumpang tindih (overfapping), Sebab bila dua
satuan ini tidak dapat saling berhubungan dan tidak ada bagian-bagiannya yang
overlapping maka upaya pemolisian komuniti tdak akan berhasil. Begitu juga
bila hubungan antara polisi dengan komunili berada dalarm hubungan kekuatan
yang tidak seimbang, dimana polisi mendominasi kehidupan komuniti atau
sebaliknya komuniti mendominasi tugas-tugas polisi maka yang ada adalah
kesewenang-wenangan dari satuan yang mendominasi atau hubungan yang ada
hanya bersifat superfisial atau pura-pura saja, dan korup. Landasan utama yang
ditekankan dalam pemolisian komuniti adalah terwujud hubungan baik yang
tulus antara polisi dengan warga komuniti, yang dinyatakan oleh Friedmann
(¥992: 21}, sebagai “grassroots cooperation”, atau “genuine” atau “ideal co-
operation”,

Berdasarkan itu Friedmann (1974: 4) menyatakan bahwa yang dinamakan
pemolisian komuniti adalah:

“Sebuah kebijaksanaan dan strategi vang bertujuan untuk memperoleh
hasil yang lebth efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan,
mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan, memperbaiki kwalitas
kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan
tegitimasi polisi, melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada
sumber-sumber daya komuniti yang mencari upaya untuk berubah
kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan. Pemolisian
komuniti mengakui adanya sebuah kebutuhan untuk akuntabilitas dari
polisi, urunan yang lebib besar dari publik dalam pengambilan keputusan
dan kepedulian yang lebih besar terhadap hak-hak sipil dan kebebasan™.
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- ‘Pengertian pemolisian komuniti yang dikemukakan oleh Friedmann (1974
_wi) tersebut diatas didasarkan pada tiga perspektif} yaitu ; (1) Perspektif polisi.:
yang: merasakan adanya kebutuhan yang lebih besar untuk memperbaiki:
hubungan baik dengan komuniti setempat.dengan tujuan bahwa dalam -

mengendalikan kejahatan dan mengurangi tingkat ketakutan terhadap kejahatan’

‘harus Iebil bersandar. pada sumber-sumber daya dari komuniti setenipat, untuk_f
men‘perbalki dan menyempurnakan fandasan-landasan pengumpulan daia :
intelejen, dan untuk. meningkatkan legitimasi polisi dalam komuniti.- 2y
Perspektif komuniti, adanya peuuakuan vang semakin besar dari warga kumumlt
bahwa komuniti mereka itu berhak untuk dan seharusnya mendapatkan pelayanan.
~polisi dari yang lebih baik, akuntabilitas polisi yang lebih besar, dan pembaman'-
-kekuatan yang lebih banyak dalam berbagai-keputusan polisi. {3), Dalam

--perspekt:f komuniti- dan polisi pemolisian komuniti; dapat ditarik Lesunpulan B

balma ke_jahatan d:produksn secara k:.masyarakatan yang polisi sendiri udakj._'
alau sedikit sekali mempunyai akses untuk dapat mengendalikannya,
pmnendaiaan kejahatan perlu difokuskan pada faktor-faktor kemasyarakatan___
yang menyebabkan munculnya kejahatan, upaya pemolisian secara pro-aktif

harus menggantikan model pemolisian reaktif, pemolisian komuniti yang
tcrdesenlrahsas; secara luas merupakan sebuah prasyarat vang tidak dapat

ditawar, fokus perhatian yang lebih besar terhadap pentingnya isyu-isyu “kwalitas

kesejahteraan hidup™ yang melampaui batas-batas isyu kejahatan dan ketakutan

pada ancaman kejahatan perlu diperhatikan disamping i 1syu-isyu kejahatan .
tradisional, dan pertimbangan-pertimbangan yang lebih besar untuk
mengembangkan hak-hak sipil dan kebebasan adalah merupakan dasar bagi

keberhasilan pemolisian yang demokratis.

Dalam prakteknya, pemolisian komuniti mencakup kegiatan- -kegiatan patroli
Jalan kaki polisi, patroli dengan sepeda, dengan sepeda motor, mobil, atau dengan
xuda bila dipertukan. Kegiatan ini Jjuga mencakup sambang, ikut dalam
pertemuan-pertemuan kampung, kegiatan olah raga, kesenian, atau ikut dalam
diskusi-diskusi mengenai pembangunan dan pengembargan komuniti yang
diselenggarakan oleh kelurahan atau kelompok- -kelompok sosial atau LSM yang
ada dalam komuniti. Petugas pemolisian komuniti j Jjuga harus mampu uniuk
memberikan penerangan atau penyuluhan bila diminta oleh warga dalam berbagai
permasalahan sosial yang mereka hadapi, termasuk masalah narkoba, kenakalan
anak-anak dan kejahatan remaja. Disamping itu petugas pernolisian komuniti
juga harus mampu meredam potensi-potensi konflik untuk tidak muncul sebagai
konflik sosial atau konflik komunal, yang untuk ite dia harus mampu menjadi
med:ator atau negosiator, dan bahkan harus mampu menjadi inisiator. Untuk
keberhasilannya, petugas pemolisian komuniti harus mempunyai pengetahuan
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yang »,ukup mengeuai sejurmlal konsep dan teori yang ada dalam ihmu-iimu
sosial, memahami komuniti atau komuniti-komuniti yang tercakup dalam ruang .-
hnnkup *ugasnya wxperuaya ‘dan dxhormau secara tulus oleh warga komuniti
vang bersangkutan Untuk itu si petugas pemohsmn sebathnya tidak melakukan -
~ambcm<* hanya kepada warga komuniti yang kaya, yang biasanya memberikan -
ampiop, tidak berbisnis di komuniti tersebut, dan scharusnya memperoleh gaji-
yvang cukup sesuai kebutuhan hidupnya dan keluarganya, scrta tersedianva biaya
opuaSl yang cukup scsuai dengan tugasnya. Bila syarat-syarat ini lidak dxpunuhz _
;mka Jang:,an d:harap punohs:au komunm akan b:.rha'a;i

: Pembangunan Komumtz dan Pemohsmn Komuniti.

\’1a<:\u;rakat maeyarakai penambanoan ‘dan berbagai macam masy arakai
mdusm ldmnya di daerah pcr}\oaaan selalu berada dalam proses konfitk yang -
terus menerus dengan komuniti setempat atau dengan buruh-buruh dan karyawan-
karvawannya, yang sewakiu-wakiu muncul dalam beniuk amuk massa yang
merusak alat-alat produksi dan harta benda perusahaan atau pabrik. harta milik
staf-staf perusahaan atau pabrik, atau personil staf perusahaan atau pabrik.
Bahkan kemarahan ini bisa meluas ménjadi amuk massa terhadap golongan
sukubangsa dari pemilik dan staf perusahaan atau pabrik. Perusahaan-perusahaan
pertambangan telah berupaya mengatasi masalah ini dengan cara menyajikan
program-program pembangunan komuniti, sebagaimana vang telal diuraikan
terdahulu dalam tulisan ini. Program-program tersebut tidak selamanva dapat
meredam ledakan-ledakan konflik yang merugikan perusatiaan maupun pabrik-
pabrik yang menjadi sasaran kemarahan komuniti setempat. Sebab utama dari
kemarahan adalah adanya rasa ketidak adilan dalam hubungan komuniu dengan
perusahaan atau pabrik, dalam hubungan buruh-majikan, dan dalam program
pengembangan komuniti tersebut. Selama ini. bila terjad: gejoiak sosiai i dacrah
industri pertambangan atau pabrik maka polisi (Polres dan‘atau Pulsek sctempat
dengan dlbaniu pasukan BRIMOB) selalu bertindak reakuf dan represit dalam
upaya untuk meredamnya. Peredaman dilakukan dengan mengacu pada upaya
menegakkan hukum. Dalam keadaan seperti ini polisi dilihat warga komuniti
yang bersangkutan dan wmum sebagai alat penguasa (Pengusaha tambang atau
pabrik) dan simbol kekerasan untuk menekan dan menindas komuniti yang
bersangkutan. Dalam amuk massa tersebut polisi bisa menjadi sasaran kemarahan
schingga terjadi pergeseran dari kemarahan terhadap perusahaan ataw pabrik
menjadi kemarahan terhadap polisi, dan bahkan kantor Polres atau kantor Polsek
juga bisa menjadi sasaran kemarahan, yang biasanya dihancurkan atau dibakar.
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Kegiatan-kegiatan pemolisian yang biasanya berpedoman pada fungsi pojis
s¢ba ga: penegak hukum _z}iéylgébaikan hak-hak budava komuniti yang mempunya
kebudayaan dan norma-norma sendiri, termasuk normia-norma dan penanganan
ketidak adilan dan kejahatan, Kasus-kasus pembakaran dan pengrusakan Kantor
Polsck biasanya juga terjadi karena komuniti yang warganya ditangkap tidak
setuju dengan penangkapan k':rscfbm. - o :

" Bila dafan struktur Polres dan Polsek ada satuan 1ugas pemolisian komunig;
maka ledakan-ledakan amuk rassa tersehut kemungkinan besar dapat dicegap ™
sebelum gejala it lerwajud. sehingga kerugian vang dihasilkan dari kemarahan
massa tersebut dapat difindar, Petigas pemolisian komunii tidak bertugas pady
waktu ada kerusuhan, tetapi 1elub bertugas dalam suaty Jjangka wakiwu fertenty
dan dipereaya oleh warga komuniti vang bersangkutan scbagai pelindung dan B
' "fié;jg'aybhi:n_u:rcka datam berbagai masalah sosial, dan sebagai mediator dengén__j._
penguasa iahﬁbang atau pabrik, dan sebagai mediator antara komunit dengan
Polsek atau Polres setempat dalam berbagaj kebijaksanaén_pengcndafiaﬁ _':
kefahatan, peningkatan kwalios hidup, dan dalam menciptakan proyek-proyek
pembangunan komuniti. Mode! pemolisian komuniti ini belum permah dpalankap
di Indonesia. Dalam rangka mendukung upaya pemantapan QOtonont Daerah _
mungkin model pemolisian komuniti dan fungsinya dalam pembangunan
komuniti ini dapat dicoba diterapkan melalui sejumlah pilot project, 8
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